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PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA 
 

NOMOR 18 TAHUN  2008   

  
TENTANG 

 
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

TAHUN 2008 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk tercapainya sasaran yang telah ditetapkan di 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2010, 

maka disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007; 

 

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 
Kutai Kartanegara Tahun 2007 dimaksudkan sebagai pedoman 

dalam menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon 
Anggaran Sementara (PPAS) 2007;   

 

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai 
Kartanegara Tahun 2007. 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4286) ; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4400); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ; 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548; 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, 
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4480); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2008; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 

tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten 
Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 
36);  

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 
Tahun 2004 tentang Restrukturisasi Lembaga Perangkat 

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 Nomor 19); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 

Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2006 

Nomor 16). 
 

 
 
                                                                        M E M U T U S K A N 

 
Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 
2008. 

 
 

Pasal 1 

 

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 

Tahun 2008, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Kutai 
Kartanegara Tahun 2008 adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 

2008. 
 

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Kutai Kartanegara 
Tahun 2008 menjadi pedoman bagi Tim (TAPD) Anggaran 
Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyusun 

program, kegiatan dan anggaran yang disusun berdasarkan 
prinsip-prinsip anggaran kinerja. 

 
Pasal 2 

 

(1) Usulan program, kegiatan dan anggaran dari setiap Satuan Kerja 
Perangkat Daerah dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD 

(KUA-APBD) Tahun 2008. 
 
(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan dan 

berkonsultasi dengan Panitia Anggaran Pemerintah Daerah dalam 
menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2008. 
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Pasal 3 
 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai 
Kartanegara Tahun 2008 adalah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan dan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 diundangkan di Tenggarong 
 pada tanggal 30 Mei 2008 
 

  Plt. SEKRETARIS DAERAH 
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, 

 
 

 
DR. IR. HM. ASWIN, MM 

                     NIP. 080 096 380 

  
   

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 
TAHUN 2008 NOMOR 11 

 
TELAH DIKOREKSI OLEH 

NO. NAMA JABATAN PARAF 

1. ARIEF ANWAR, SH KASUBAG PERUNDANGAN  

2. ABDULLAH PANNUSU, SH, M.Si KEPALA BAGIAN HUKUM  

3. DRS. EDI DARMANSYAH, M.Si Plh. ASS.PEMERINTAHAN & HUKUM  

4. DR. IR. HM. ASWIN, MM Plt. SEKRETARIS DAERAH  

 

  ditetapkan di Tenggarong 

pada tanggal  29 
Mei 2008 

 
Plt. BUPATI KUTAI 

KARTANEGARA 

 
 

 
 

H. SAMSURI ASPAR 
 
 


